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Terkait Kasus
- Dugaan Korupsi
Gedung Wanita

PALU - Mantan Sekretaris
Provinsi (Sekprov) Sulawesi
Tengah H Gumyadi, Senin
kemarin (12/3) diperiksa
penyidik kejaksaan Tinggi
Sulteng. Pemeriksaan Gumyadi
untuk dimintai keterangan
sebagai saksi terkait perkara
dugaan korupsi pembangunan
gedung wanita. Gum¥adi yang
diperiksa di ruang Kasi
Penyidikan Pidsus Kejati itu
sekaitan dengan adanya tanda
tangannya dalam kontrak kerja
pengawasan.

Kepala Seksi Penerangan
Hukum (Kasi Penkum) Kejati
Sulteng, Eki Moh Hasim SH
mengatakan, dari pemeriksaan
saksi-saksi  sebelumnya
diketahui adanya tanda tangan
Gumyadi selaku pengguna
anggaran dalam dokumen
proyek pembangunan gedung
wanita. Dikatakannya, dalam
keterangan Gumyadi tanda
tangan yang dimaksud adalah
tanda tangan dalam kontrak
pengawasan yang menggan-
tikan Yuliansyah karena tidak

Eki Moh Hasim

berada di tempat atau saat
menunaikan ibadah haji.
Penandatanganan kontrak
pengawasan itu, untuk pe-
laksanaan pembangunan tahun
anggaran 20009.

Ditanya peran penan-
datanganan tersebut, apakah
sama perannya dengan
tersangka Yuliansyah, kata
Eki, hal itu berbeda dengan
Yuliansyah. Selaku pengguna
anggaran jabatan Karo
Perlum selaku KPA secara
otomatis akanmnaik kepada
Sekprov  ketika  KPA
menjalankan cuti. Berbeda
dengan peran Yuliansyah
yang menandatangani kontrak
kerja. “Karena Yuliansyah

tidak ada, otomatis peralihan
tugas naik ke atas atau kepada
Gumyadi selaku pengguna
anggaran saat itu,” kata Kasi
Penkum.

Selain Gumyadi, ketua
panitia lelang, [dham Munandar
juga menjalani pemeriksaan.
Menurut Eki, Idham diperiksa
karena sebelumnya menjalani
pemeriksaan sebagai saksi.
Pemeriksaan kepada Idham
Munandar dilakukan di ruang
pemeriksaan Pidsus. Pe-
meriksaan Idham selaku ketua
panitia lelang pekerjaan tahap
II tahun 2009.

Kasi Penkum mengatakan,
saat ini penyidik telah
menerima hasil perhitungan
kerugian Negara dari BPKP
perwakilan Sulawesi Tengah.
Dari hasil perhitungan
kerugian Negara, dalam tiga
tahap proses pekerjaan
pembangunan gedung wanita,
telah terjadi dugaan kerugian
sebesar Rp1,3 miliar.

“Sebenarnya sama de-
ngan perhitungan ahli dan
penyidik sebelumnya,
dengan dugaan kerugian
negara Rpl,4 miliar.
Hanya saja sebelumnya
perhitungan ahli belum
dikurangkan dari PPN dan
PPH,” jelasnya.(awl)










